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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 72 TAHUN 1996
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIP METRO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam

~, Negeri Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pedoman
(VQ Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kota
Administratip, dan Surat Menteri Dalam Negeri

tanggal 13 Agustus 1996 mnomor 061/2391/Sj perihal
Penataan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kota
Administratip perlu menata kembali Organisasi dan
Tatakerja Pemerintah Kota Administratip Metro
Lampung Tengah.

b, untuk pelaksanaan butir a tersebut diatas, dipandang
perlu wuntuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingka I Lampung {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2688).
, 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang okok-
! k,» pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan

b
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

3. Undang-undang-~Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah
Desa {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3135).

4, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun) 1986 tentang
tentang Pembentukaan Kota Administratip Metro
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
49);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
{Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 1988 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3373),
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Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 19292 tentang
Penyelenggaraar tonomi Daerah Dengan Titik Berat
Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3487)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 135 - 412
Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kota
Administratip.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
1926 tentang Pencabutan semua Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Pola Organisasi Pemerintah
Wilayvah Kota Administratip.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun
1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah
dan Wilayah.

Nomor 32 Tahun

Keputusan Menteri Dalam N Ti
isasi dan Tatakerja

e
1996 tentang Pedoman Organ
Pemerintah Kota Administratip.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TEVTA\U ORGANISASI DAN TATAXKERJA PEMERINTAH KOTA

DMINISTATIP METRO KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
AmPUNG TENGAH.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Tengah;

Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
Daerah adalah Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
Pemerintah Kota Administratip adalah Pemerintah Kota
Administratip Metro Kabupaten Daerah Tingkat 1I1I
Lampung Tengah.
Kota Adiministratip adalah Kota Administratip Metro
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
Walikota adalah Walikota Metro.
Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan
Kota Administratip Metro.
Suku Dinas Pekerjaan Umum adalah Suku Dinas
ekerjaan Umum Kota Administratip Metro.
Suku Dinas Tata Kota adalah Suku Dinas Tata Kota
0 Administratip Metro.
Dinas Kebersihan dan Pemakaman adalah Suku
Kebersihan dan Pemakaman Ruta Administratip
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Suku Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
Suku Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota
Administratip Metro.

Suku Dinas Sosial adalah Suku Dinas Sosial Kota
Administratip Metro.

suku Dinas Pendapatan adalah Suku Dinas Pendapatan
Kota Administratip Metro.

BAR II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Pemerintah Kota Administratip berkedudukan
dibawah Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Xota Administratip mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum,
sebagian Urusan Otonomi Daerah Tingkat II dan atau
Trusan Otonomi Daerah Tingkat I yang pelaksanaannya
dilimpahkan kepada Pemerintah Kota administrati
dalam rangka meningkatkan pelayanan umum perkotaan,
pelaksanaan pembangunan kota, serta melaksanakan
urusan lain yang ditugaskan oleh pemerintah tingkat
atasnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
Pasal 3, Pemerintah Kota Administratip mempunyai
fungsi;

a. meningkatkan, mengendalikan dan koordinasi
kegiatan penvelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;

b. mengawasi,mengarahkan, mengendalikan dan
koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
pembangunan kota sesuai dengan perkembangan
ekonomi, sosial budaya fisik perkotaan dan
perkembangan wilayah sekitarnya;

¢, meningkatkan pelavanan masyarakat dalam rangka
pemenuhan kebutuhan fasilitas dan pelayanan umum
perkotaan;

d. menyelenggarakan sebagian Urusan Otonomi Daerah
Tingkat I dan atau Daerah Tingkat 1II vang
pelaksanaanya dilimpahkan kepada Pemerintah Kota
Administratif sesuai dengan peraturan

perundang-undangan vang berlaku;

e. meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah
serta menggali potensi, mengembangkan sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah diwilayvahnya, dalam
rangka membantu Pemerintah Daerah untuk mengalo-
kasikan dana Daerah bagi kepentingan pembangunan
diwilayvahnya;



f. menggerakkan, mendorong dan membina masyarakat
kota untuk berperan secara aktip dalam kegiatan
pembangunan dan pemeliharaan hasil - hasil
pembangunan dalam usaha meningkatkan kwalitas
lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat
kota.

BAB I1I
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5
{1) Susunan Organisasi Pemerintah Kota Administratif
terdiri dari :
a. Walikota;
b. Sekretariat;
¢, Suku Dinas Kesehatan;
d. Suku Dinas Pekerjaan Umum;
e. Suku Dinas Tata Kota;
f. Suku Dinas Kebersihan dan pemakaman;
g. Suku Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
h. Suku Dinas Sosial;
i. Suku Dinas Pendapatan;
j. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan Organisasi Pemerintah Kota
Administratip, adalah sebagaimana tercantum

dalam lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua

Walikot

Walikot adalah Kepala wWilayah Kota
Admini tratlp vang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 7
Walikota mempunya tugas memimpin
penyelenggaraan pemerlntahan, pembangunan dan
pemb1naan kehidupan kemasyarakatan, dan melaksanakan
tuga vang diberikan oleh pemerintah tingkat
atas n3a.
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada

Pasal 7, Walikota mempunyai fungsi :

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, serta
membina perangkat pemerintahan di wilavah kota

Administratip.
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b. perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan
pemerintahan Kota Administratip, pembangunan dan
pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 9
(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Pimpinan yang
berada dibawah dan Dbertanggung jawab Kkepada
Walikots.

{2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 10
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan administrasi, koordinasi, dan memberikan
pelayvanan teknis dan admln stratip kepada seluruh

perangkat pemerintahan di Wilayah Kota Administratip

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
Pasal 10, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan;
b. pembinaan pelaksanaan pembangunan;
¢. pembinaan perekonomian;
d. pembinaan dan pengelolaan administrasi

kepegawalan;

e. pengelolaan keuang
f. pembinaan hukum da1 Hubunoan masyarakat;
g. melakukan urusan tata usaha, perlengkapan kerumah

taﬂggaan, perjalanan dan protokol.

Pasal 12
(1) Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
b. Sub Bagian Pembangunan;
¢. Sub Bagian Perekonomian;
d. Sub Bagian Kepegawaian;
e. Sub Bagian Keuangan;
f. 8ub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
g. Sub Bagian Umum;

{(2) sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas
menyelenggarakan pembinaan pemerintahan umum
pemerintahan Desa/Kelurahan, perangkat pemerintahan,
kependudukan dan catatan sipil serta pembinaan
ketenteraman dan ketertiban.

Bl



Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas ersebut pada
Pasal 13, Sub Bagian Tata Pemerint ahan mempunyai
fungsi :
a. pembinaan pemerintahan umum;
b. pembinaan pemerintahan Kelurahan/Desa;
c. pembinaan administrasi kependudukan dan catatan
sipil;
d. pembinaan ketenteraman dan ketertiban.
Pasal 15
{1) Sub Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
a. Urusan Tata Pemerintahan Umum;
b. Urusan Pemerintahan Kelurahan/Desa;
¢. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan
Sipil;
d. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban.
{2) Urusan dipimy1n oleh seorang Kepala Urusan dan
ertanggung jawab kepada kepala Sub Bagian.

Pasal 16

{1) Urusan Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan, penataan dan pengembangan wilayah
serta pembinaan perangkat pemerintahan.

(2)

Urusan Pemerintahan Kelurahan/Desa MEMPUNYya
tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraa
pemerintahan,penataan wilayah dan pembinaa
perangkat Pemerintah Kelurahan/Desa.
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(3) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan
Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan
administrasi kependudukan dan Catatan sipil.

{(4) Urusan Ketenteraman dan ketertiban mempunyai
tugas menyiapkan bahan pembinaan ketenteraman,
ketertiban umum dan pembinaan satuan polisi
pamong praja.

Fasal 17
Sub bagian pembangunan mempunyai tugas
menyiapkan penyusunan program, pembinaan
administrasi dan pelaksanaan pembangunan dibidang
pembangunan fisik, kesejahteraan sosial dan
keagamaan.
Pasal 18
Untuk menvelenggarakan tugas tersebut pada

Pasal 17, subbagian pembangunan mempunyai fungsi:

a. penyusunan progranm, pembinaan administrasi dan
pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan
sosial dan keagamaan;

b, penyusunan program pelaksanaan dan pengendalian
pelaksanaan pembangunan sarana fisik.



Pasal 19
1) Subbagian Pembangunan terdiri dari :
a. Urusan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan;
b. Urusan Sarana Fisik.

——

(2) Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan

bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian.
Pasal 20

(1) Urusan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan
mempunyai tugas menyusun program, menyiapkan
bahan pembinaan pembangunan dibidang
kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat,
pelayanan dan bantuan sosial, pendidikan dan
kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, peranan
wanita serta pembinaan kehidupan keagamaan;

(2) Urusan Sarana Fisik mempunyal tugas menyusun
program dan menyiapkan bahan pembinaan,
pengendalian dan penyusunan pelaporan
pembangunan sarana fisik.

Pasal 21
Subbagian Perekonomian mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan program dan pembinaan,
sarana perekonomian, produksi dan perdagangan.
Pasal 22
Untuk meyvelenggarkan tugas tersebut pada

Pasal 21, Subbagian Perekonomian mempunyai fungsi :

a. pembinaan sarana perckonomian;

b. pembinaan sarana produksi, pembinaan pengusaha

~ ekonomi lemah dan usaha informal;

c¢. pembinaan sarana perdagangan.

Pasal 23

(1) Subbagian Pereckonomian terdiri dari :

a. Urusan Sarana Pereknomian;
b. Urusan Sarana Produksi;
¢. Urusan Sarana Perdagangai.

{2) Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan

bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian.
Pasal 24
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\4i o urusan Sarana Perckonomian mempunyai tugas
menyi bahan pembinaan dalam rangka
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Pasal 31

{1) Subbagian Keuangan terdiri dari :
a. Urusan Anggaran;
b. Urusan Pembukuan dan Verifikasi.
¢. Urusan Perbendaharaan.
(2) Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan
bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian.

Pasal 32

(1) Urusan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan rencana, perubahan dan menyusun nota
keuangan.

{2) Urusan Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan
bahan pembinaan perbendaharaan dan menerbitkan
SPMU serta menguji kebenaran penagihan.

(3) Urusan Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan melakukan pembukuan,
pemeriksaan/penelitian dan penyusunan
perhitungan anggaran.

Pasal 33

Subbagian Hukum dan ubungan  Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum dan
hubungan masyarakat serta organisasi dan
tetatalaksanaan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
FPasal 33, Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
mempunyail fungsi : .

a. pembinaan, pemberian bantuan dan pelavanan hukum

serta pengkajian dan penyusunan peraturan
perundang-undangan;
b. pembinaan hubungan masyvarakat, dan penyusunan
laporan;
¢, pembinaan ketatalaksanaan dan pengolahan data.
Pasal 35

(1) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri
dari
a&. Urusan Bantuan Hukum;
b, Urusan Hubungan Masyarakat dan Pelaporan;
c. Urusan Ketatalaksanaan dan Pengoclahan Datsa.
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Pasal 36
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as menyiapkan
peraturan

Urusan Bantuan Hukum mempunyai tug
bahan penyusunan analisa dan evalu
a

Sy’

asi
perundang-undangan serta memberikan bantuan dan
pelayanan hukum.

(2) Urusan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan
hubungan masyarakat serta menyusun laporan
kegiatan pemerintahan Kota.

{3) Urusan Ketatalaksanaan dan Pengolahan Data
mempunvai tugas menyiapkan bahan pembinaan
ketatalaksanaan, kelembagaan dan pengolahan
data.

Pasal 37
Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan
rusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan

u a
dan protokol.
Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
Pasal 37, Subbagian Umum mempunyai fungsi :
a. melaksanakan Urusan Tata Usaha;
b. melaksanakan Urusan Perlengkapan;

c¢. melaksanakan Urusan Rumah Tangga dan Protokol.

Pasal 39

(1) Subbagian Umum terdiri dari :
a. Urusan Tata Usaha;
b. Urusan Perlengkapan;
¢. Urusan Rumah Tangga dan Protokol.

—~
(]
—

Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan
bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian.

Pasal 40
(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
urusan surat-menyurat, kearsipan dan urusan

ketatausahaan lainnya.

o~
[
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Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan
pembinaan dan pengelolaan perlengkapan.

—
[
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Urusan Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas
melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perjalanan
dan keprotokolan.
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Bagian Keempat
Suku Dinas Kesehatan
Pasal 41

Suku Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana
Pemerintah Kota Administratip dibidang kesehatan
yang secara taktis operasional dan administratip
berada dibawah dan bertanbbang jawab kepada
walikota, dan teknis Fungsional dibina oleh
Dinas Kesehatan Daerah

Suku Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang
Kepala Suku Dinas.

Pasal 42

Suku Dinas Kesehatan mempunyali tugas
nelaksanakan sebagian urusan Otonomi Daerah Tingkat
dibidang kesehatan.

Pasal 43
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
sal 42, Suku Dinas Kcsehatan mempunyai fungsi :
pemblnaau kesehatan masyarakat vyang meliputi
pengobatan dan pemulihan serta pelayanan
kesehatan masyarakat dan pembinaan fasilitas dan
sarana kesehatan;
pencegahan penyakit menular dan melakukan
penyuluhan dibidang kesechatan masvarakat.

-Jr"l-

Pasal 44

uku Dinas Kesehatan terdiri dari :
a. Seksi Kesehatan Masyarakat;
b. Seksi Pencegahan Penyakit.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan
ertanggung jawab kepada Kepala Sukuy Dinas.

T in

Pasal 453

Seksi Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat yang
meliputi penyediaan sarana dan prasarana,
pelayanan kesehatan dan pembinaan kesehatan
lingkungan

Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas

melaksanakan pengamatan, pengendalian,
pengobatan dan pencegahan penyakit menular.
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Bagian Kelima

Suku Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 46
Suku Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana
Pemerintah XKota Administratip dibidang pekerjaan
wmum, vang secara taktis operasional dan
administratip berada dibawah dan Dbertanggung
jawab kepada Walikota, dan teknis fungsional
dibina oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya

Suku Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang
Kepala Suku DPinas.
Pasal 47
Suku Dinas Pekerjaan Umum mempunyal tugas
azksanakan sebagisn urusan Otonomi Daerah Tingkat
i bidang Pekerjaan Umum.
Pasal 48
Untuk menyelenggarakan tLgas tersebut pada
al 47 Suku Dinas Pekerjaan Umum mempunyai
gsi
penyusunan program dan melaksanakan pembangunan,
pemeriksaan, pengaturan, pemeliharaan, pengawasan
dibidang bina marga;

penyusunan program dan melaksanakan pembangunan,
pemeriksaan, pengaturan, pemeliharaan, pengawasan
dibidang cipta karya, serta penyelenggaraan
penanggulangan kebakaran.

Pasal 49
Suku Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
a. Seksi Bina Marga;
b. Seksi Cipta Karya.
Seksi dipimpin oleh seorang Kepala BSeksi dan
bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas

Pasal 50
Seksi Bina Marga mempunyail tugas menyusun
program dan melaksanakan pembangunan,
pemeliharaan, pengawasan dan pengaturan di
bidang BRina Marga.

Seksi Cipta Karya mempunyai tugas menyusun

program dan melaksanakan pembangunan,
pemeliharaan, pengawasan dan pengaturan di
bidang cipta karyva, serta mempersiapkan bahan
penyelenggaraan penanggulangan kebakaran.




Bagian Keenam
Suku Dinas Tata Kota

Pasal 51

(1) suku Dinas Tata Kota adalah wunsur pelaksana
Pemerintah Kota Administratip yang secara taktis

knis

operasional dan administratip berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota, dan te
fungsiona!l dibina oleh Dinas Cipta Karya Dae

o

(

) Suku Dinas Tata Kota dipimpin oleh seo
Kepala Suku Dinas.

rang

Suku Dinas Tata Kota mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Otonomi Daerah Tingkat
IT di bidang tata kota dan pertamanau.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
Pasal 52, Suku Dinas Tata Kota mempunvai fungsi :

a. menvusun rencana induk kota dan pengendalian
pelaksanaannya zertia memberikan pela"anan
masyvarakat dibidang perencanaan kota.

b. penvusunan rencana dan mengelola pertamanan kota.

a
tamanan.

b k r

(2) seksi ipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan

bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
Pasal 5

{1) Seksi Tata Kota mempunyai tugas menyusun program
dan rencana induk kota, rencana sarana dan
prasarana kota, kelengkapan kota, jaringan
transportasi, dan melakukan pengendalian rencana
induk kota serta memberikan pelayanan masyarakat
dibidang rencanaan kota.

{2) Seksi pertamanan mempunyai tugas menyusun
program dan melaksanakan usaha-usaha pertamanan
dalam rangka menciptakan kota yang indah dan
teduh,




Bagian Ketujuh
Suku Dinas Kebersihan dan Pemakaman
Pasal 56
(1) suku Dinas Kebersihan dan Pemakaman adalah unsur
pelaksana Pemerintah Kota Administratip di
bidang kebersihan dan pemakaman yang secara
taktis epvlaQional dan administratip berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota,
dan teknis fungsional dibina oleh Dinas Tingkat
IT yang membidangi urusan kebersihan dan
pemakaman.
(2) Suku Dinas Kebersihan dan Pemakaman dipimpin
oleh seorang Kepala Suku Dinas.
Pasal 57
Suku Dinas Kebersihan dan Pemakaman mempunyai
tugas melaksanakan sebagian urusan Otonomi Daeral
g
Tingkat II di bidang kebersihan dan pemakaman.
Pasal 58
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
Pasal 57, Suku Dinas Kebersihan dan Pemakaman
mempunyai fungsi :
a. Penyvusunan rogram dan melaksanakan pembinaan
&
kebe sihan kota;
b. Penyusunan program dan melaksanakan pembinaan
pemakaman;
Pasal 59
(1) Suku Dinas Kebersihan dan Pemakaman terdiri
dari:
a. Seksi Kebersihan;
b, Seksi Pemakaman.
(2) seksi dipimpin oleh seorang Kepala BSeksi dan
bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
Pasal 60
(1) Seksi Kebersihan mempunyai tugas menyusun
program, dan melaksanakan usaha-usaha untuk
menciptakan kebersihan kota.
(2) Seksi Pemakaman mempunyai tugas menyusun program
dan mengelola pemakaman.
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Bagian Kedelapan

Suku Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
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Untuk menyelenggarakan tu
.
19

gas tersebut pads
Suku Dinas Lalu Lintas

) dan Angkutan Jalan
yai fungsi :

yusunan program dan melaksanakan pembinaan
ta pengendalian trayek, pembinaan teknik lalu

tas dan usaha angkutan;

nyusunan program dan pembinaan terminal,
pangkalan dan pemberhentian angkutan serta
melakukan pengendalian lalu lintas dan angkutan
jalan.

RS == R

( l:r ]

Pasal 64

Suku Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri
dari :

a. Seksi Trayek;

b. Seksi Terminal.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan
bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

Pasal 65

Seksi Trayvek mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan program dan pembingan sarana dan
prasarana perizinan usaha dan pengendalian
trayek serta pembinaan teknis lalu lintas.

eksi Terminal mempunyai tugas melaksanakan
enyusynan program dan pembinaan terminal,
angkalan pemberhentian angkutan dan
nengendalikan lalu lintas dan angkutan jalan.
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Bagian Sembilan

Suku Dinas Sosial

Pasal 66
(1) Ssuku Dinas Sosial adalah U
Pemerintah Kota Administratip di
sosial yang secara taktis o
administratip berada dibawah
jawab kepada Walikota, dan te
dibina oleh Dinas Sosial Daerah.
{2) Suku Dinas Sosial dipimpin oleh
Suku Dinas.
Pasal 67
Suku Dinas Sosial mempunyai tu
sebagian urusan Otonomi Daerah Tingk
pembinaan sosial.
asal 68
Untuk menyvelenggarakan tugas
Pasal 72, Suku Dinas Sosial mempunya
a. penyusunan program dan pembinaan
sosial;
b. penyusunan program dan pembinaan
pelayvanan sosial.
Pasal &9
{1) Suku Dinas Sosial terdiri dari :
a. Seksi Bantuan Sosial;
b, Seksi Pelayanan Sosial.
{2) Seksi dipimpin oleh seorang Ke
bertanggung jawab kepada Kepslia
Pasal 70
(1) Seksi Bantuan Sosial mempunyai
program dan pemberian bantuan so
{2Y Qaoaalki Palagvana ER wa
(2} Seski Pelayanan Sosial mempunyai
program dan pemberian pelayanan
Bagian Kesepuluh
Suku Dinas Pendapatan
Pasal 71
(1) inas Pendapatan adalsah
tah Kota Administra
tan kota yvang secara tak
administratip berada
ggung jawab kepada Waliko
onal dibina oleh Dinas Pe
vt I1.
(2) Suku Dinas -Pendapatan dipimpi
= Suku Dinas.
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mempunyail tugas
melaks i Daerah Tingkat
IT di ta.
s tersebut pads
Pasal punyai fungsi :
a. pe serta pemberian
pe katkan pendapatan
ko
= A
I~ PR
2. P&
Pasal 74
{1) Suku Dinas Pendapatan terdiri dari :
a. Seksi Pendataan dan Penetapan;
b. Seksi Penagihan dan Pembukuan.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan
bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
Pasal 75
(1) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan program, pendataan dan
penetapan pendapatan.
(2) Seksi Penagihan dan Pembukuan mempunyai

t
melaksanakan penagihan dan pembukuan pendapa

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 76
Kelompok Jabatan Fungsional! mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pemerintah

Kota Administratip sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsiona! sebagaimana dimaksud
Pasal 81, terdiri dari sejumlsh tenaga dalam
jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya,

(

4 bete

e =

2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1} d1p imp
oleh seorang tenaga Fungsional enior ya
ditunjuk oleh Walikota,

-

1

—~
L5}
o

Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat
{ ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
a.

Lo

1)
kerj



,/)

{4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut
pada ayat (1) diatur =sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan vang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugasnva, Sekretaris Kota,

Kepala Subbaglaﬂ, Kepala Suku Dinas, Kepala Urusan,

Kepala Seksi wajib melaksanakan prinsip koordinasi,

integrasi dan qlukronlsaqi.

Pasal 79
Pimpinan setiap satuan organisasi dalam
lingkungan organisasi Pemerintah Kota Administratip
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-
masing.
Pasal 80

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab
kepada atasannya masing-masing serta
menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan
Suku dinas wajib melaksanakana pengawasan
melekat (WASKAT).

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan
satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan
dipergunakan aebagai bahan penyusunan laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

Pasal 81

Para Kepala Suku Dinas menyampaikan laporan
kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada
Sekretaris Kota sebagai bahan penyusunan laporan
Pemerintah Kota Administratip.

Pasal 82

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan,
tembusan disampaikan kepada satuan organisasi
}ainnya vang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

&l
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